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SDM dan Organisasi

Bawaslu mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Republik
indonesia, sehingga perlu mengelola suatu Jaringan Dokumentasi Dan Infomasi
Hukum (JDIH) yang terpadu dan terintegrasi. Pengelolaan JDIH pun diharapkan

bisa optimal mulai dari Bawaslu Rl hingga Bawaslu Kabupate/Kota.

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan
baik dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung
jawab dan terbuka untuk senantiasa memenuhi tuntutan masyarakat atas

dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya suatu mekanisme yang
teratur dan berkelanjutan yang disusun dalam sebuah pedoman teknis sebagai
pedoman Bawaslu dan jajaran dibawahnya untuk menyampaikan infromasi

hukum kepada masyarakat secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menjadi dasar keterbukaan informasi serta dari Perbawaslu Nomor 7

Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

Awal terbentuknya JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah melalui
Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 1493/HK.06/SJ/05/2022 perihal penunjukan
Verifikator dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu pada tanggal 23 Mei 2022.

Maka dari itu untuk menindaklanjuti Surat Nomor 1493/HK.06/SJ/05/2022,
Bawaslu Kabupaten Grobogan pada tanggal 12 Juli 2022 menetapkan Tim
Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
lingkungan Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui Surat Keputusan Nomor
05.a/HK.01.01/JT-09/07/2022 yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten
Grobogan yaitu Fitria Nita Witanti, M.SI.

Dengan ditetapkannya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan
tujuannya menjamin terciptanya pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi,
menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan
akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerja

sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta



antarsesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum

dan Informasi Hukum, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional

dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik,

transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah

sebagai berikut :

Pembina Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan

Penanggungjawab | Koordinator ~ Sekretariat Badan  Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Ketua Koordinator ~ Sekretariat Badan  Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Anggota 1. Yudhi Atmaja

2. Wahyu Hasta Ariwidya

Tabel 1 1 Susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan

Adapun tugas Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah

sebagai berikut :

a.

-~ ® o o

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan
pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum;

Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs
resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan
nonfisik;

Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;



i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan
sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan
Pengawas Pemilihan Umum; dan;

J.  Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Untuk senantiasa menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi maka Tim Pengelola JDIH
Bawaslu Kabupaten Grobogan mengikuti sosialisasi pelatihan dan peningkatan

kapasitas yang diadakan oleh Bawaslu Rl dan Bawaslu Jawa Tengah.

Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 undangan zoom Meeting pertama
kali pembahasan kegiatan JDIH oleh Bawaslu Jawa Tengah dengan tema “Rapat
Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) bagi
Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah”.

Sosialisasi JDIH Kedua melalui Zoom Meeting pada tanggal 1 Juli 2022
dengan pembahasan Sosialisasi JDIH Mobile Bawaslu dan Rakernis Pengelolaan

JDIH yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng dan Bawaslu RI.

Kemudian pada tanggal 25-26 Oktober 2022 Tim Pengelola JDIH Bawaslu
Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan JDIH yang diselenggarakan oleh
Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya pada tanggal 12-13 November 2022 Tim Pengelola JDIH
Bawaslu Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan JDIH yang diselenggarakan

oleh Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan di Bawaslu Kota Salatiga.




Gambar 1. 2 Rapat Koordinasi di Bawaslu Kota Salatiga



lI. Teknis Pengelolaan

Dalam pelaksanaan tugas melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan memperhatikan
beberapa hal terkait kelengkapan dan keakuratan berkas yang akan

dipublikasikan.

Sedangkan fungsi pelaksanaan tugas pengumpulan Informasi dan
Dokumen Hukum adalah sebagai inventarisasi dan penghimpunan Informasi dan
Dokumen Hukum, pengelompokan Informasi dan Dokumen Hukum, digitalisasi

Informasi dan Dokumen Hukum, dan verifikasi Informasi dan Dokumen Hukum,

Dalam pelaksanaan pengunggahan dokumen hukum di portal
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Grobogan sudah mengunggah total 31 kali
di mana 24 diverifikasi sedangkan 7 belum diverifikasi.
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Gambar 2. 1 dokumen yang sudah diverifikasi
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Gambar 2. 2 dokument yang belum diverifikasi



[Il.Sarana Prasarana

Untuk menunjang kinerja Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan perlu
ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sebab, sarana dan prasarana
menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja Tim JDIH agar lebih mudah

dalam melaksanakan tugas.

Adapun sarana dan prasarana yang sudah digunakan Bawaslu Kabupaten
Grobogan dalam menunjang kinerja Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan

antara lain :

Ruang Kerja;
Meja dan Kursi;
Komputer dan Printer;

Scaner;

® 2 0 T o

Jaringan Internet.
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Gambar 3. 2 Meja dan Kursi



Gambar 3. 5 Scanner



IV. Penguatan Organisasi dan Kerja Sama

Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia
dengan cara meningkatkan kapasitas. Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten
Grobogan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan JDIH di lingkup Bawaslu

Kabupaten Grobogan.

Peningkatan kapasitas dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022 di Aula
Bawaslu Kabupaten Grobogan narasumber dari Kepala Bagian Hukum

Pemerintah Daerah Grobogan. Ada 2 pembahasan dalam kegiatan tersebut.

Pertama, pelatihan terkait dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Kedua, pelatihan legal drafting dalam penyusunan

naskah/kajian hukum.

Dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan JDIH, Tim Pengelola JDIH
Bawaslu Kabupaten Grobogan senantiasa aktif berkonsultasi dengan Bawaslu RI
maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah baik melalui Zoom Meeting maupun

melalui WhatsApp.

Gambar 4. 1 Pelatihan JDIH dan Legal Drafting (9/6/2022)



Gambar 4. 3Konsultasi JDIH dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (13/11/2022)



V. Dokumentasi Hukum

Untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi
hukum yang terpadu dan terintegrasi. Bawaslu Kabupaten Grobogan terus
berusaha untuk mengunggah Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan
Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui portal jdih.bawaslu.go.id.

Sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Grobogan sudah mengunggah 31
dokumen, 24 sudah diverifikasi sedengkan 7 masih belum diverifikasi.

Berikut 24 dokumentasi hukum yang sudah diverifikasi terdiri dari 8 Surat
Keputusan, 14 Perjanjian Kerja Sama dan 2 Putusan

Sedangkan 7 dokumentasi hukum yang belum di verifikasi antara lain 2
Surat Keputusan, 2 Perjanjian Kerja Sama, 1 Surat Instruksi, 2 Rekomendasi.

Publikasi dokumentasi hukum ini dilakukan adalah guna mempermudah
masyarakat dalam pencarian dokumen produk hukum secara digital serta
menjamin keselamatan dan kemanan dalam penyimpanan dokument.
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Gambar 5. 1 Produk Hukum Surat Keputusan
No Jenis Peraturan Nomer Tahun Judul / Tentang
1 PKS T3/PM.04/K.JT-09/10/2021 2021 ANTARA BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KEPALA DESA KLITIKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN
2 PKS 48/PM.04/K.JT-09/09/2021 2021 GAN DENGAN KEPALA D JANKEMIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN
PKS 24/PM.04/K.JT-09/03/2022 2022 PERJAN. ERJ/ ARA BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN FORUM KOMUNITAS DIFABEL GROBOGAN (FKDG) TENTANG
ISIPATIF
PKS 01/PM.04/K.JT-09/2/2022 AN IPATEN GROBOGAN DENGAN PIMPINAN CABANG FATAYAT NU KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENINGKATAN PERAN
PE| SIPATIF
PKS T4/PM.04/JT-09, 021 AN IASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KEPALA DI MANGUNSARI TENTANG PEMBENTUKAN DESAPEN IASAL
1 PKS 40/PM.04) 021 JASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KEP/ ENAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA P
12 PKS 18/PM.04/JT-09, 021 A KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KEPALA DI RAMBAT TENTANG PEMBENTUKAN DES/
PKS 112/PM.04/KJT-09/12/2021 2021 A\l JASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM GROBOGAN TENTANG PEL/ NAAN TRIDHARMA

Gambar 5. 2 Produk Hukum Perjanjian Kerja Sama



No

Jenis Putusan

Nomor Tahun

O1/LP/PL/ADM/KAB/14.15/V/2019 2019

OL/LP/PL/ADM/KAB/14.15/V/2019 2019

Judul | Tentang

PUTUSAN TENTANG LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN TERLAPOR KPU KAB. GROBOGAN

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILL PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD SUBTHAPAN PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP PEMILU 2019

Gambar 5. 3 Produk Hukum Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi

31

REM

PKS

REM

PKS

Jenis Peraturan

Momer

66/HM.07.02/K.1T-09/11/2022

67/BAWASLU-PROV, JT-09/HK.0L.0L/V1/2020

04/Bawaslu-Prov.JT-00/PM.00.02/VI1/2018

40/BAWASLU-PROV.JT-09/HK.0L.01/X1l/2019

25/PM.04/K.IT-05/03/2022

55a/Bawaslu-Prov.JT-03/PM.00.02/X1/2018

16/PM.04/K.JT-03/03/2022

Tahun Judul | Tentang

2022 INSTRUKSI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI JAJARAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLL) KECAMATAN
SE-KABUPATEN GROBOGAN

2020 PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PAMITIA PENGAWAS PEMILIHAN LUMUM DESA/KELLIRAHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 PROVINSI JAWA TENGAH

2018 REKOMENDAS| HASIL PENCERMATAN DPT PEMILU 2019

2019 PEMETERAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GROBOGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN GROBOGAN

2022 PERIANJIAN KERJASAMA ANTARA BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN MADRASAH ALIYAH AL
AZHAR WIROSARI TENTANG PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA

2018 REKOMENDASI| HASIL PENCERMATAN DFTHP-2 PEMILU 2019

2021 PERJAMJIAN KERJASAMA ANTARA BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN DENGAN PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENGAWAS PARTISIPATIF

Gambar 5. 4 Produk Hukum yang belu di Verifikasi




VI. Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Grobogan juga melakukan sosialisasi ke masyarakat
terkait JDIH Mobile melalui Media Sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan
Tiktok.

Tujuan dari sosialisasi JDIH Mobile melalui Media sosial adalah sebagai
sarana Publikasi penyampaian dokumen hukum serta upaya inovasi yang lebih
modern dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat mengenai dokuemntasi dan

informasi hukum.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Grobogan juga melakukan promosi JDIH
Mobile Melalui xbanner yang berada di Ruang Kerja JDIH Bawaslu Kabupaten

Grobogan.

Tujuannya dari pemasangan xbanner tersebut adalah untuk
menginformasikan kepada masyarakat yang berkungjung ke Bawaslu Kabupaten
Grobogan juga mengetahui bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan memiliki JDIH
Mobile.

"IBAWASLU 21D

KABUPATEN GROBOGAN e - -

Yuk Download

Aplikasi JDIH
Bawaslu RI ,
Kini dapat diunduh melalui : 9]
#_  Download on the ﬁ Get in on f
. AppStore| | 3 Google Play 3 Selamat Datang

Di Aplikasi JDIH

Atau kunjungi melalui laman :
www.jdih.bawaslu.go.id

@
= W ‘ww.grnboganbauaslugo.id *@J
- e ——————
e 2 ¥
=" () Bawaslu Kab Grobogan (W) Bawaslugrobogan (&) bawaslukabgrobogan (&) Bawaslu Kab Grobogan \_

Gambar 6. 1 Sosialisasi JDIH Mobile melalui SOsial Media



¥ BAWASLU

KABUPATEN GROBOGAN

Mau Tau Produk,
Hukum -Bawaslu? e
Kunjungi o §
JDIH Bawaslu '
Republik -
Indonesia

Tersedia dokumen peraturan
perundang-undangan dan
monogarafi hukum di bidang T GETITON ] l 2 Download on the ]
pengawasan Pemilu P> GooglePley | | & App Store

atau juga hisa diakses melalui portal :

%@ www.jdih.bawaslu.go.id
HWH
ERSFIM

_/@hvasluhb bog @ lugrobog ' lukabgrobog: BawasluKabGrobogan\

Gambar 6. 2 Sosialisasi JDIH melalui Sosial Media

A
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Mau Tau Produk
Hukum Bawaslu?
Kunjungi

JDIH Bawaslu
Republik
Indonesia

D> Googeriey| | @ AppSiore |
atau juga bisa diakses melalui portal :
www.jdih.bawaslu.go.id

Ad

Gambar 6. 3 XBanner
Sosialisasi JDIH




Lampiran

F3BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR :0SAHK.01.01/JT-09/07/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungannya;

. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata

dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan
nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih
dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan
masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang
dibutuhkan;

. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar
di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya,
perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan
dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur

organisasi Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Grobogan dan dalam rangka menjamin
terciptanya pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum dan
Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
perlu dibentuknya Tim Pengelola Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022;



Mengingat

e. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Grdbogan Tahun 2022,

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6108);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 82);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 943).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI| DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

: Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

: Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikuf:

a. Pengumpuian, pengolahan, penyimpanan, pelestarian,
dan pendayagunean informasi dokumentasi hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum; ;

b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan
informasi Hukum;

¢. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum;

d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan
Umum;

g. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
secara fisik dan nonfisik;

h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan

o



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum; dan;
j. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum.
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan;
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola
Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  Grobogan
dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengabh;
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Yang bersangkutan;
Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Nomor 0$YHK.01.01/JT-09/08/2022

Tanggal 12 Juli 2022

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

Pembina : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan

Penanggungjawab : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan

Ketua : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan

Anggota : 1. Yudhi Atmaja
2. Wahyu Hasta Ariwidya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal 212 Juli 2022







